PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

‘Menimbang : a. bahwa sesuai 'déngan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Peruabfglau Atas Uudang-undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 1998 (Lembaran Daerah
ta.n{;gal 29 Maret 1999 Nomor 6 Seri A Tahun 1999),
periu dilakukan ‘feninjauan kembali terbadap Peraturan
Daerah dimaksud ; o ) _
bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali -

sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu
mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

" Nomor 17 Tahun 1998 dan mengatur kemhali ketentuan

tentang Pajak Hotel dengan menetapkan dalam
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam

lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum .
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40, Tamhahan Lembaran Negara
Nomor 3684); ' :

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Talhiun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

. Nomor 368? ;gang telah diubah dengan Undang-un

Nomor 34 un 2000 (Lembaran Negara Tahuu 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-un Nomor 19 .Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686); :



i

Undang-liﬁdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan 1 embaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (gLembaran_ Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3651 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Xewenangan Propina
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

- Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,

10.

11.

12.

13.

14.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeral
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan
Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk
Hukum Daerah; o

Peraturan Daerah KXabupaten Pacitan Nomor 7
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 1988
omor 5 Seri D Tanggal 17 Oktober 1988).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
. PAJAK HOTEL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

al

b.

5. Kepala Daerah, adalah Bupati Pacitan ;

Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
gemerintah Daerah, adalah Pemerintah XKabupaten
acitan ; '

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah y selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pacitan ;



c.

?- r.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada Daerah tanpa imhalan langsung yang
seimbong yang dapat dipaksakan herdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiaysd penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah ; .
Hotel, adalah bangunan yang khuaus disediakan bagi
orang untuk dapat mengmap/ beriatirahat, memperol
elayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut
ayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,
dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kesualli
untuk pertokoan dan perkantoran ;
Pengusaha hotel adalah Perorangan atau Badan yang
men(ﬂrelenggarekan hotel untuk dan atas namanya
sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya ; - -
Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pemhayaran atas pelayanan hotel ;
Wajib Pajak Hotel , adalah Pengusaha Hotel ;
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPIPD, adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembagaran pajak yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku ;
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat S8SPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib
pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutatﬁlke Kas Daerah atau ke tempat lain
yang ditetapkan cleh Kepala Daerah ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang.
menentukan besarnya jumlah pajak yang terntang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yen%tenltang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarunya sanksi odministrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tamhahan, yang selanjutnya disi t SKPDKBT,

adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan ; '
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan
ang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
arena jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yang
terutang atau tidak seluuusnya terutang ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, . adalah Surat Keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang sama hesaruya
dengan jumlnii kredit pajak, atau pajak tidak terutang
dan tidt’lrk a;i:tllcredit pajnic ;D h tnn
Surat i Paj acrah yang selanjutnya
disingkat STPD, adalgh surat untuk melakukan tjagihgn
pajak dan atau sanksi admmistrasi herupa hunga dan
atau denda ;
Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam
Kabupaten Pacitan ;
Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah.



(1
(2)

(3

BAB II
NAMA DAN OBYEK PAJAK
- Pasal 2

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap
pelayanan di hotel ;

Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang
disediakan dengan pembayaran di hotel ;

Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini meliputi : )

a. Fasilitas penginapan atau fssilitas tinggal jangka
pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage],
motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel),
losmen, dan rumah penginapan termasuk rumal kos
dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang
menyediaimn fasilitas seperti rumah penginapan ; -

b. Pelayanan penunjang antar lain telepon, faximil,
telex, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan
en tan lainnya, yang diaediakan atau dikelola -
otel ; o

¢. Fasilitas oleh raga dan hiburan, antara lain -
pusat kehugaran (Fitnes Center}, kolam renang,
tenia, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan
atau dikelola hotel ;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan hotel,

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak hotel , adalah :

al

b.
c.

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas

;f:l}iat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan
tel ; :

Asrama dan pesantren ;

Fasilitas oleh raga dan hiburan yang disediakan di hotel

yan dipm'gunaian oleh bukan tamu hotel dengan

gércm ayaran ; :
. tokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai

oleh umum di hotel ; :
Pela¥amm perjalanan wisata yamlgl diselenggarakan oleh
hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umiun.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 4

Dasar jﬂengenaan pajak Imtel adalah jumlali pembayaran

yang dil

kepada hotel.

Pasal S

Besarnya tarip pajak hotel ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen). _ '



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

{1} Pajak hotel yang terutang dipungut di Wilayah Daerah ;

2} Besaruya pajak hotel terutang dihitung dengan

@ cara glenI: Jlikem tar{fangpajak hotel sebagaimana
“dimaksud d pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan
dasar pengenaan pajek hotel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERI'II‘)AHI;A';I PAJAK DAERAH
. asa

Masa .pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanyﬁ
ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk
mengﬁitung besaruya pajek terutang.

Pasal 8

Tahun pajak adalah jangka weaktu yang lamanya
1 (satu} tahun takwim kecuali bila wajib pajak
n;kmmenggunakan tabun buku yang tidek sama dengan tahun
t ' . |

Pasal 9

Pajak hotel terutang dalam masa pajak hotel terjadi pada
saat pelayanan di hotel. :

| Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD ;

{2) SPTPD sebagaimana dimeksud pada ayat {1} pasal ini
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditanda tangani oleh Wajib Pajak Hotel atau Kuasanya ; °

{3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah. :

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAXK
Pasal 11

{1) Berdasarkan SPTPD sebagaiména dimaksud dalam
pasal 10 ayat {1} Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah
menetapkan pajak hotel terutang dengan menerbitkan
S8KPD; .

{2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud Eada ayat (1)
fmaal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling
ama 30 {tiga puluh) hari sejak S8KPD diterima,
dikenakan sanlksi administrasi berupa bunga sehesar:
2% ({dua persen} sebulan dan ditagih dengan
menerbhitkan STPD. :




bl »

Pasal 12

(1) Wajib pajak hotel yang membayar sendiri SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1)
Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang ;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak hotmi, Kepala Daerah dapat
menerbitkan :

a, SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
¢. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
huruf a diterhitkan

a, Apabila herdasarkan hasd pemeriksaan  atan

keterangan lain gﬂgak hotel yang terutang tidak atau

kurang dibayar, dikenakan sanksi admimnistrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari

' paiak yang kurang atau terlambat dibayar untuk

. {)angka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

ulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

h. Apabila 8TPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hotel
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
wal p ﬁ lama 24 (dua puluh e {mt) bulan
dlhm.mg sejak saat terutangnya pajak hotc

¢. Apabila kewajiban mengisi SPIPD tidak dipenubhi,
pajak hotel yang terutang dihitung secara jabatan,

dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari
gokok pajak hotel ditambah . sanksi administrasi
erupa buuga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

_ d1h1tung dan P u]](ak hotel yang kurang atau terlambat
d1ba waktu paling lama

. _ ?:iua puluh empat hulan dihitung sejak saat
. terutangnya pajak hotel

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data barm atan
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak hotel yang terutang, akan - .

dikenakan aanksi admmistrasi berupa kenaikan sebesar
100 % (seratua persen) darijumlah kekurangan pajak
hotel teracbut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
pasal ini diterbitkan apabila jumlah Pa}nk hotel yang
terutang sama besaruya dengan junuan kredit pajak
‘hotel atau pajak hotel tidak terutang dan tidak ada kredit
~ pajak hotel.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak hotel terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan
sal?ll:i“ administrasi berupa bunga 2 % (dua persen)
sebulan. :




BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
‘ Pasal 13 |

(1) Pembayaran pajak hotel dilakukan di Kas Daerah atau
ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran i{Jajak hotel dilaknkan ditempat lain
yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak hotel harus
disetor ke Kas Daerah aelamhat-lambatnya 1 x 24 jam
atan dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daermia.

(3) Pembayaran Pajak hotel seb:lgaimana dimaksud pada
ayat (1) dan a¥at (2) pasal ini dilaknkan dengan
menggunakan SSPD,

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak hotel harus dilakukan sekaligus dan
lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetnjunan kepada
w:.llzi:b pajak hotel untuk menganganr pajak hotel terutang
dalam kurun waktu tertentu, seteloh memenuh
persyaratan yang ditentukan, ,

(3) Angsuran pembayaran pajak hotel sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus di '
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak hotel yang belum ataun kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak hotel untuk menunda pembayaran
pajak hotel sampai batas waktn yang ditentukan
aectelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan hunga 2% ﬁiua ersen) sebulan dari jumiah
pajak hotel yang belum atan ang dibayar,

(5) Persyaratan untuk dapat mcngangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pemb?aran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15
(1) Setiap pembayaran pajak hotel sebagaimana dimaksud

dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda -

bukti pembayaran dan dicatat dalam bukn penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan
buku penerimaan pajak hotel sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Perlngatan atan Surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak hotel dikelnarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari aetelah tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat in
yang sejenis, wajib pajak hotel harus melunasi
pajaic hotel yang terutang.

~ (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal im
dilzeluarkan oleh pejahat yang ditunjuk.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak hotel yang masih harus dibayar -
tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana -
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau Surat lain yang sejemus, jumlah pajak hotel yang -
harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. .

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis. . :

| Pasal 18

| Apabila pajak hotel yang harus dibayar tidak dilunasi dalam

jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan

Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan
© Surat Perinteh melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak Hotel
belum juga melunasi utang pajaimya, setelah lewat .
10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan -
Surat Pcrintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang
ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggm
~ pelelangan kepada Kantor Lelang Negara,

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,
jam - dan tempat pelaksanaan lelang, .Juru Sita
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Wajib Pajak Hotel. :

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunockan untuk
%elak:linaan penagihan pajak hotel ditetapkan oleh Kepala
aer

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PA.JJAK

Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
Hotel dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak. o '

(2) Tata cara pemberian pen rangan, keringanan dan
pembebasan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal mi, ditetapkan oleh Kepala Daerah,



' BAB X .

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATAIAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan
Wajib Pajak dapat :

'~ a, membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang- .
undangan perpajakan Daerah.

b. membatalkan atau mengurangkan = ketetapan
pajak hotel yang tidak benar.

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
adm.;nui:trasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

pajak hotel yang terutang dalam hal sanksi tersebut
diijzenakan karena kekhilafan wajib pajak hotel atau
bukan karena kesalahannya. B

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan aanksi
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak hotel
kepada Kepala Dacerah atau ﬂs)(ejahat, selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sej tanggal diterima SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas, :

(3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama

3 erti ) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudan harus
memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat uL.'S) pasal mi, Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
ﬁermohonan pembetulan, pembatalan, pengur

etetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
admimstrasi dianggap dikabulkan.

BAB X1
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

(1) Wajib pajak hotel d:gat mengajukan keberatan hanya

kepada Kepala Daerah atau Pejahat yang ditunjuk atas

suatu .

a, SKPD ;

b. SKPDKB ;

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB ;

e. SKPDN;

f. Pemotonian atau pungutan oleh Pihak Ketiga
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan yang berlaku,



(2) Permohaonan keberatan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1{] asal ini harus disampaikan secara tertulis
dalam a.%asa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN diterima oleh Wajib Pajak Hotel, atau tanggal
pemotongan |/ Eemungutan oleh Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan
alasan yang jelas, kecuali apabila wajih pajak hotel
dapat menunjuldcan hahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar keknasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam °
w?f(tu paling lama 12 (dua helas) bulan sejak
al surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah
memberikan alasan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (i:‘S) pasal ini
Kep Daerah atau pejabat yang ditumjuk tidak
memberikan  keputusan, permohonan  keberatan
dianggap dikabulkan. :

(5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat 8 1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar
pajak hotel,

Pasal 25
(1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan banding kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam j waktu

3 {tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan Keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar
pajak hoteL

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini atau banding
schagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah
ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak hotel dikembalikan dengan ditambah -
imbalan bunga sebesar 2 % (dua Eersen) sebulan untuk-
jangka waktu paling lama 24 (dua priuh empat) hulan.

BAB XlI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
B Pasal 27

(1) Wajib pajak hotel dapat mengajukan permchonan
pengembalian kelebihan pemb?lraran pajak kepada
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka
( wzitu paling lama 12 (dua bglas)bulan sejak diterimanya
Kermohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
otel sebaﬁfmmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
harus memberikan keputusan. :




(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

" ayat (2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk ti memberikan keputusan,
permchonan pengembalian kelebjhan pembayaran
pajak hotel dianggap dikabulkan dan harus diterhitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak hotel mempunyai utang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak hotel sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung. -
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak dimaksud. -

(5) Pengembalian  kelebihan pembayaran pajak hotel
dllag:ukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dus) hulan .
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKT).

. (6) Apabila embalian kelebihan pembayaran pajak hotel
(6) Ap peng pembay paj

an setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLS, Kepala Daerah atau pega at
yang ditunjuk memberikan imbslan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan Pajak, -

: Pasal 28

Apabila kelebihan aEembayaran pajak hotel diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 agrat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran

i en cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. -

BAB Xl
KEDALUWARSA
Pasal 29

(1) Hek untuk melakukan penagihan pajak hotel,
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
pajak hotel, kecuali apabila wajib pajak  hotel
melakukan tindak pidana di hidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak hotel sehagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau ;

b. Ada pengekuan utang pajak dari wajib pajak hotel
baik Bmgsung maupun tidak langsung.

- BAB XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 30

(1) Wajib pajak hotel yang karena kealpaannya atau
sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

- melampirkan keterangsn yang tidak henar sehingga
mertu keuangan daerah dapat dipidana sesuai
gengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
erlaku ; 5 '

Tindak Pidand schagaimana dimaksud pada ayat (1)
2 pasal ini adalah bersifat pelanggaran. ( .



Pasal 31

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindek pidana
di htdang perpajakan daerah.

(2) Wewenang pe;gndxk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adal
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
idana di bidang perpajakan daerah agar
eterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
~ dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran dperbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindek pidana perpajakan daerah tersebut;

- ¢, Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
. pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
‘ : | di bidang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajekan daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- -
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
tdentitas orang dan atau dokumen yang dibawa
. sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daeral: ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain Bgang perlu  untuk
kelancaran penyidikan tind pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyuhk sebagaimana dimaksud pada a (1)
pasal ini memberitahukan dlmulamya penyi an dan
menyampaikan hasil l\;ldlkannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan etentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana. _
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- BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
- Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 19598 tcntar;i
Pajak Hotel dan Restoran dinyatakan dicabut dan tid
berlaku lagi . :

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangkan o .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkaun Pengundangan Pc}:aturan Daerah int
dengan  penempatan  dalam = Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 -12 - 2003

BUPA Al

TRISNO
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 BABXV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
o EREAR “Pasal 32
o | Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
" . ‘Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 ten
- + .- Pajak Hotel Restoran dinyatakan dicabut dan ti
T " berlakulagi. o _
' Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan . o
Agar = supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
. .memerin Pengundangan Peraturan Daerah ini
.. dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
_ Kabupaten Pacitan. -
| | Ditetapkan di Pacitan
." pada tanggal 30 - 12 -2003
. _ BUPATI PACITAH
I . CapTtd.
T . SUTRI3NO
Diu.nda.ngka.n di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 -2003
' SEERETARIS DAERAH
h " PembinalJtama Madya
@- " NIP.'510049978"

Cf Apmal hatedid

~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 2 SERIB |



| PERJELASAN
' PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
- NOMOR 1S TAHUN 2003

~ TENTANG
"PAJAK HOTEL

' PENJELABAK UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Homor 34 Talmun 20003 ..

: _tentang Perubahan atas Undtmg-undang Homor 18 Tahun 1997 tentang

- Pajak  Daeral, sebagm Pelaksanaan Undang-undang tersebut,""'

~ perlu dilakukan penyesuamn ‘dengan peningkatan kembali terhadap -

Peraturan Daerah Kabiipaten Pacitan Nomor: 17 Tahun 1998 tentané |

Pﬂjﬂk Hotel dan Restoran

Pengat:.u an P&Jﬂk Hotel dan Restoran yang sebelumuya diatur -

~ dalam 1 (satu) Peraturan Daerah perlu dmesumkan dengan ketentuan .

" Pasal 1dan Pasal 2

Pasal 2 ayat 2) Undang—undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan melakukan

pemmahan pengaturan antara P&Jﬂk Hotel dan Pajak Restoran dengan |

menetapkan kembali pengeluarannya dalam Peraturan Daerah.

' PENJELASAK PASAL DEMI PASAL

 Cukup Jalas

. Pasal 3 I : \'Hal-hal sebagmmana dlmaksud
. | | o | ' pasal ini tidak di kenakan pajak. .
Pasal 4 : o _ : Cukup Jelas. _
| Pasal 5 - _. _ . ¢ Besarnya tarif pajak d1tetapkan:"
' ' E schesar 10 % dari dasar
_ _ ' p.engen'aan Pajak Hotel. .
Pasal 6 sampai dengan Pasal 29  : Cukupjelas. )
Pasal 30 ayat (1) . : Ketentuan Peraturan Perundang;'
undangan yang dimaksud adalah;_
* ketentuan Peraturan Perundang-. :
_ . - ‘undangan tentang Pajak Daerah
- Pasal 30 ayat(2) - : Cukup Jelas.
- Pasal 31 sampai déngam Pasal 33 . Cukup Jelas.




